
~·. Lr d =lng-V:-1d,L,g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
)p..,- E· ·int.= J: a - Daer ah t Lem baran Negara Repu blik 

lndonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
eg. .r a F'epu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

''.ela. 1 d 1, b-i.1- beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
.Jnc ang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
::>ernt ~ ... s.r ?emerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tah ~ ~!( 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
Le-1b,1rc - r egara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

-1 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

1. Und,1·g·l.rr•ang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pem,:>~111 ukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Ling-cungun Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

Mengingat 

cl. bah-va be ·:la~.arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daJm·· huru · a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Pera turan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan 
Penda.··1.a r .m Tanah Sistema tis Lengkap; 

c :iall\11H ur tuk memberikan landasan dan kepastian hukum 
eta lam perr biayaan pela sanaan pendaftaran tanah 
<iste rnat !i lengkap di Daerah, perlu diatur dalam 
Pera t urar. Bupati; 

b bah \\;: d alarn rangka percepatan dan efektifitas persiapan 
pencafta~:.:~ tanah sistematis lengkap di Kabupaten 
Pern .... lang, diperlukan partisipasi masyaraxat karena 
ierd: +at pernbiayaan yang tidak tertampung dalam 
. +ggar an Pendapatan dan Belanja Negara maupun 
. .,. ggaran Pe--i,::apatan dan Belanja Daerah; 

a. bahv a dal .. arr rangka memberi kenyamanan dan 
penghargz.an atas hak masyarakat berkaitan dengan 
kegiatan »endaftaran tanah untuk pertama kali yang 
dilak .rkai <ecara serentak, perlu didukung dengan 
pt·111l1 .syann clalam kegiatan persiapan pendaftaran tanah 
si stematis lengkap; 

Menirnbar ... g 

DE~CrA I<, I-l'-'1ATTUHAN YANG MAHA ESA 
BLPAT1 PEMALANG. 

TE:NTANG 
PEMBIAYAAN PERS!, PAtJ PE: JDt\FiARAN TANA.H SISTEMATIS LENGKAP 

PEF:1\' LI<,\ J BUPATI PEMALANG 
0 \10 · r;- TAHUN 2023 

BUPATI PEMALANG 
f>l~O\ 'ISi JAWA TENGAH 
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Dalam Peraturan Bupati ini ang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupat en Pernalang. 
2. Pemerintah )aerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah ya·:;~ mernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadi lcewena-rgan dae-ah otonom. 

3. Bupati adalah Bu pat· Pemala ng. 
4. Kantor Pertanahan adala11 J anror Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
5. Pemerintah De-sa adalah P(·....,,e1-ntah Desa se-Kabupaten Pemalang. 
6. Pendaftaran Tanah acla.lah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara ter is me=eus, berkesinambungan dan terat.ur, meliputi 
pengurnpulan pengolahan, perabukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data vuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai 
bidang-bidang tanah dan sat 1,3n rumah susun, termasuk pemberian tanda 
bukti haknya bagi bidan g- bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak 
milik atas satuar rumah susun serta hak-hak tert:entu yang 
mernbebaninj a. 

7. Pendaftaran Tanah Siste mat is Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL 
adalah kegiat ar pendnfts.-an tanah untuk pertama kali yang dilakukan 
secara serentak oag sernua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Ind orie-sia dal.am satu wilayah desa/ kelurahan atau nama 
lainnya yang setingknt dengan itu, yang meliputi pengurnpulan dan 
penetapan l« benaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 
beberapa obye-k pencaftara-i tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

8. Peserta PTSL .adalah masy arakat yang mengajukan permohona-i PTSL. 
9. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia yang dibentuk dalam musyawarah 

Pese a PTSL dalam rar gka -nembantu memfasilitasi kegiatan persiapan 
PTSL. 

Pasal 1 

BAB I 
J<ETE ITUAN UMUI\1 

Pl~Rr\TL R. BUPL\TI TENTANG PEMBIAY AAN PERSIAPAN 
Pl~ DAF ... AR\\ Tt\NAH SISTEMATIS LENGKAP. 

Menetapkan 

J IE 1UTUSKAN: 

ornoi h8:tS); 
3. Peran iran Pernerintah Nomor 32 Tahun 19SO ten tang 

Penctapan \1 .rlai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Ta"\ J 1 951): 

4. Perai .iran Pernerintah Nomor 18 Tahun 2021 ten tang Hak 
Penge-lolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pe-r-dr. · ar an Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
.... ah n 2J.21 Nomor 28, "ambahan Lembaran Negara 
Repi.blik ,. dor esia Nomor 6630); 

5. lnstruk si -re-siden Nornor 2 Tahun 2018 tentang 
Perr epat an Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di 
Selurt, h \v1Jayc11. Republik Indonesia; 

6. Kepur _,sar Bersama Menteri Agraria dan Tata 
I< anglKP:,ala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Daiam 
l\egeri dar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Trar srnigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590- 
.316,' \ Ts ': 1 .. "'1 .2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 ten tang 
Pem·:iia) ar.n Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis; 
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(1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalarr Pasal 4 ht ruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi: 
a. biaya penggandaan doku-nen pendukung; 
b. biaya pengangki .... tan dar pemasangan patok; dan 
c. transportasi petugas desa,' kelurahan dari kantor desa/ kelurahan ke 

Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. 
(2) Besarnya biaya transp rtas clihitung secara at cost (sesuai biaya rii1 yang 

harus di sesuaikan]. 

Pasal 7 

Pernbiayaan kegiatan pengadaa n patok dan materai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas 
sebagai tanda batas bidang i.anah dan pengadaan meterai 10.000 sesuai 
kebutuhan. 

Pasal 6 

Pembiayaan kegiatan perr iapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen antara lain: 
a. Surat Permohonan Pendaft.aran Tanah Pertama Kali; 
b. Surat Pemyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah; 
c. Surat Keterangan Tanah Be cas Mvlik Adat; 
d. Pemyataan Atas Batas Tanah clan Luas Tanah; 
e. Kutipan Daftar Buku C; 
f. Serita Acara Kesaksian; dan jatau 
g. dokurnen lain ya -ig dibutuh <an. 

?asal 5 

Pembiayaan persiapan PTSL sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: 
a. kegiatan penyiapan doku men; 
b. kegiatan pengadaan pat k dan rneterai; dan 
c. kegiatan operasional petugas desa./ kelurahan. 

Pasal 4 

Biaya persiapan PTSL yang tid ak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara can I a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dibebankan kepada Peserta PTS ... 

Pasal 3 

BAB II 
PEMBlt\YA."-~ PERSIAPAN PTSL 

(1) Peraturan Bi.pati ni dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan 
pelaksanaan kegiatan perstapan PTSL di Daerah. 

(2) Peraturan Bu pau im bevtujuan memberikan kepastian biaya dalam 
pelaksanaan kegiatan per siapan PTSL di Daerah. 

Pasal 2 
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(1) Dalam rangka pengelolaar biaya persiapan PTSL, dibentuk Panitia 
Pelaksana JYI'SL cu nngkat de : .. t/ kelurahan. 

(2) Panitia Pelaksana PTSL di tir.gkat desa/ kelurahan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari 
a. Pelindung : kepala desa/ lurah. 
b. Ketua : Dari unsur -nasyarakat peserta PTSL. 
c. Sekretaris : Dan urn; .1.... perangkat desa/ petugas kelurahan 

rnasyaraks t peserta PTSL. 

Pasal 12 

BAB Ill 
PANITIA Pl!.:LAKSAN.\ P''SL DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN 

(1) Penggunaan biaya persiapat PTSL dipertanggungjawabkan oleh Panitia 
Pelaksana PTSL kepada Bt!lun1 h Peserta PTSL dan didukung dengan 
administrasi pencatatan kei angan. 

(2) Apabila terdapat sisa biaya persiapan PTSL yang bersumber dari Peserta 
PTSL maka penggunaannya dikembalikan kepada Peserta PTSL melalui 
musyawarah Peserta PTS..,. 

(3) Proses musyawarah sebagai n- ana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
Belita Acara Mus) awarah. 

Pasal 11 

(1) Mekanisme penent uan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dilaksanakan dengan tahapar sebagai berikut: 
a. Panitia Pelal sana PI'Sl. rnelakukan musyawarah dan melibatkan 

masyarakat Pe-serta fY"SL secara langsung; 
b. menentukan perkiraan Ju mlah kebutuhan barang dan jasa yang 

dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan 
dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

c. menyepakati j .imlah biay a tarnoahan yang harus ditanggung oleh Peserta 
PTSL. 

(2) Proses musyawarah sebagannana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, 
dituangkan dalam Berita Aca -a Musyawarah. 

Pasal 10 

Dalam hal terdapa : pernbia aa« kegiatan yang tidak tercukupi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( I rnaka biaya PTSL dapat ditambahkan sesuai 
hasil kesepakatan musyawarah antara Panitia Pelaksana PTSL dan Peserta 
PTSL. 

Pasa.19 

(1) Besarnya biaya persiapan IYfSL sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 4 
sebesar RplS0.000,00 (Serutus lima puluh ribu rupiah} per bidang tanah. 

(2) Biaya sebagaim.ma dimaksi.d pada ayat (1) dikelola oleh Panitia Pelaksana 
PTSL serta bu kan merupaxan retribusi dari Pemerintah Daerah atau 
pungutan Pernerintah Desa. 

Pasal 8 
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Permohonan PTSL) ang telah diclaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati 
ini, tetap dilaksanakan seauai ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

BAB VJ 
"E:T !:'STUAN PERALIHAN 

Pemerin tah Daerah dan Perne r n tah Desa, melakukan sosialisasi pem biayaan 
persiapan PTSL yang harus ditanggung oleh masya.rakat. 

Pasal 15 

BABV 
SOSIALISASI 

Pemerintah Daerah rnernbebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB1 bagi pese ~ta 'D'fSL dengan mekanisme sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

Pasal 14 

BAB IV 
P'£ 1BEBASAN PAJAK 

Contoh Format B rita Ac ara lvlusy awarah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), 
Buku Administrasi Peru ataian Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan, 
Keputusan Kepala Desa/ Lu, ah tentang Pernbentukan Panitia Pelaksana 
Persiapan Pendaftaran Tarrah Sistematis Lengkap dan Buku Laporan 
Pertanggungjawaban penggunaan biaya PTSL sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang mer .ipakan hag.ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

d. Bendahara : Dari unsi, r masyarakat peserta PTSL. 
e. Anggota : Dan uns.rr perangkat desa/ petugas kelurahan/ 

mas> arakat peserta PTSL sesuai dengan kebutuhan. 
(3) Panitia Pelaksa-ia PTSL di :ingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertugas. 
a. rnenyelesaikan berkas adrninistrasi persyaratan PTSL; 
b. rnelaksanakan pengelo aan keuangan biaya yang dibebankan kepada 

masyarakat oeserta PT~ I.; clan 
c. menyusun 1 .... po ran hasi l oclaksanaan kegiatan persiapan PTSL. 

(4) Pembentukan Fanitia PTS .. di tingkat desa/ kelurahan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa,' Lu rah. 
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Sal nan s es uat dengan aslinya 
Pit KEPP ,A B.\GIAN HUKUM 

SET )/\ i<(2~ P,\ l.?}N PEMALANG 

// ·~ 

he .\DI::/\, roso, SH., M.Kn 
/ Pembina '"ingkat I 

m I 9(,HC 908 199803 l 003 

RF.RITA OAF.RAH KA HlJPATFl\ =>FM A.LANG TA HUN 202~ NOMOR 1 S 

MOH. SJOJh. 

Pj. SEKRETARIS DAJ~RA.H h.ABlJP/\TEN PEMALANG, 

ttd 
cap 

Diundangkan di Pen ialang 
pada tanggal 15 Mei 2023 

MANSUR HIDAY AT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL SUPATI, 

Ditetapkan di Pernalang 
pada tanggal 15 Mei 2023 

Agar setiap orang mengetah .unvu. rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pc-ncmpatann , a dalam Serita Daerah Kabupaten Pernalang. 

Peraturan Bupati iru mula be-rl a cu oada tanggal diundangkan. 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupat: ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 31 Tahun 20 I <cntar.g Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah S stematis L cngkap di 3 bupaten Pemalang (Serita Daerah Ka bu paten 
pemalang Tahun 2018 Nomor :11 I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 35 tahun 20· ':' ientang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor .3 l Tahun 20 1 :3 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pendattaran Tanah 1 stern uis L engkap D1 Kabupaten Pemalang (Senta Daerah 
Kabupatcn pernalang Tahun 2,) l 9 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 17 

BAB VII 
l E'"ENl'UAN PENUTUP 
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lV engetahui, 
I ~p\ _,\ DESA/ LURAH 

PERWAKILAN PESERTA PTSL, KETUA P\N!TIA, 

Dernikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pada hari ini , tanggal , tahun , telah dilakukan 
musyawarah Calon Peserta JY'SL.. ... untuk membicarakan / membahas 

persiapan kegiatan IYJ'SL. denga.r hasil sebagai berikut : 
a. Merencanakan kegiat an PTSL ~ ang berlokasi di Desa/ Kelurahan , 

dengan jurnlah peserta hidang tanah, dan dengan rencana 
anggaran biaya yang dibutuhkan sebesar ; 

b. Membentuk Panitia Pelaksana PTSL yang selanjutnya akan ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah; 
c. Menyepakati besarnya bis.ya swadaya masyarakat sebesar . 

(maksimal Rpl 50.000) 
d. Menyepakati kebutuhan burang dan jasa dalam kegiatan PTSL yang 

selanjutnya akan dituang can dalam RAB 

e dst 

DE:SI\/ 'ELL ~~A.HAN 

Ki:~Cl\MATAN 

BERITJ\ t\CARA MUSYAWARAH 

A. CONTOH FORMAT SERITA 1\CARA MUSYAWARAH 

PERSIA PAN 
SISTEMATIS 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR . .l.~ TAHUN 2023 
TENTANG PEMBIAYAAN 
PENDAFTARAN TANAH 
.,JENG KAP 
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Alamat Tanda Tanzan 

- 
!sa 
- 
3 

- ---- - .J____ ----·---· - 
dst 

I------<~------- - 

3. 
4. 
5. 
6. 

Lr sur 
BPD 
.K~paJ~Pe¥_ 
_p~ ra 1 g!~·::.r Dt 
RTIR\V ·-- _; - -- - 
Calon Fesert, - - 
Tokoh M,rn ·. -.----- ----·--.,., 
DD ... 

No Nama --+---- -- 
1. 
2. 

·---- ---·---- 

Hari 
Tanggal: 
Waktu : 
Tempat · 
Acara . Musyawa.rah Peserta PT'SL dalam rangka persiapan kegiatan PTSL di 

Desa/ Keh rahan 

J!AFTAR HADIR 

--------------~------~-------------------------------------- KOJ> DESA/KELURAHAN 

Lampiran Berita Acara M IS} a« a rah 
Daftar Hadir anggota Pokrnas ( alon Peserta PTSL 
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1. Undang- Jrdar1g, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
2. Undang- Jnda 1g, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Da rah I Lerr l.ar an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Numor 2~~ "ambahan Lembaran Negara Republik 
In donesi. \Jo no: 5!>87) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakl= r c ~ngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Pen!·r.3 pan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang-Unda ,g omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjad- Und:t"'1_g-Undang ( Lernbaran Negara Republik 
In Jonesir Ts hur 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
N. ga a F!epul> I< .. donesia Nomor 6856 ); 

3. Pe-raturai ::>,,rn,~:·intah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturai J>( laksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2(, l 4 tei tan a De sa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturai- =>,, r erintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kt lura "H ·, ... 

Mengingat 

1 E Pf\ LA ) l~S A / LU RAH . . . .. ... , 
Menimbang: a. bah Ht d.clarr rar gka percepatan dan efektifitas pelaksanaan 

l« gtatar Prograrr Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 
rr al a perlu cl ber .ik Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah 
Sistema; s Leng-c ,»; 

b. b. hwa berds sar an hasil Musyawarah Peserta PTSL, 
m euvebu tkar hahwa pembentukan Panitia Pelaksana 
Pc ndaftaran Ta+ah Sistematis Lengkap ditetapkan melaui 
K -putusa - {~pc, a )esa/Lurah; 

c. b. 11\\ a bercas.ar-,a '1 pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
d. lam huruf .. clan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Kcpala Dess / Lurah tentang Pembentukan Panitia 
P( laksana .::>,, ,a,:. ftaran Tanah Sistema tis Lengkap Desa/ 

p~ t;.}3 :r T - ·(A.r PANITIA PEL~KSANA 
PE D. PTA ~1\£\ ''1\1\ 11,H SISTEMATIS LENG KAP 

OJ:SA, <f:Ll .. RAHAN .. 

~ENTANG 

KISPL Tl>MN hl~P1\LA DESA/LURAH . 
NOMOI~'. ... / ..... / ..... TAHUN 2023 

:,E, \.1E,R!I T,\1- ,J\BUPATEN PEMALANG 
KEC1'MATAI\ DESA/KELURAHAN .. 

D. CONTOH F< )RMAT KISPUT...ISAN DESA PEMBENTUKAN PANITIA 
PELAKSANA PEf\DA.FTJ\l~,\J, TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

l 
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KEPALA DESA /LU RAH .. , 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal : . . . .. . . . 

l\ emben tuk Par.itia Pelaksana Pendaftaran Tanah 
S sterr at ~ Li~11gkap Desa/Kelurahan dengan susunan 
kear ggo· aan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
K eput us t11 in 
Panina selxunimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
Keputus 111 in Ttempunyai tugas sebagai berikut: 
a mengh -., p 111 berkas permohonan Pendaftaran Tan ah 

Sistem>: s Lengkap; 
b mc'aksans kan musyawarah penghitungan kebutuhan 

biav a {egiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 
c. me+gelola mggaran yang bersumber dari masyarakat 

pr-e-t,1 Kq~iatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
dalarn ·ar gka pembiayaan kegiatan Pendaftara.n Tanah 
Sistemaus .engkap; 

d melapor'cari pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah 
Sisten aus .engkap Kepada Kepala Desa /Lu rah . 

D alam melnksar akan tugasnya, Panitia sebagaimana 
dirna sud c slam Diktum KESATU Keputusan mi 
be-rtangg tgjc.vmb kepada Kepala Desa/Lurah melalui 
Sel ,..nar s [k:;cl/ Sekretais Lu rah . 
Segala brays ar g timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputus, n 1.11. dibebankan pada masyarakat Peserta 
Pend.attarar l':111.3.h Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil 
musy av 1w·a '1 penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL. 
Kepi tus, n <c•pc:d.3 Desa/Lurah ini mulai berlaku pada 
tanggal cl it eta .. ka n. 

'~ ~MUTUSKAN: 

Lengkap 

Tahun ten tang 
Tanah Sistematis 

Peru oah.m \1 as Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
21)1-t 1., nta=; Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nornor 6 T,3h1111 '.2014 tentang Desa; 

4. Peral um ·1 M1•11te11 Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tr m a ng l'<'nf e-lclaan Keuangan Desa; 

5. Peratura-i 13 .ipat: Pemalang Nomor ..... 
Pembiay.ian =·eniapan Pendaftaran 
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·······························-·········· 

KEPALA DESA/LURAH . 

...____._ [_ -·-·-·-- 
MASY 7 

1-----+-------·--------- -----···---- 
VJ\SYA 6 

1.--4------ - - -- ---- 

WAS'ra\ 

WASYA. 

5 

4 

~-------·---------- -----·------ 

PE:RA\I 
Dl~SA 
K l:Ll.J-;, 

/M.\SYI\RA 

·E<:P 
011:SA/ 

3 

1.----4------- ------- . 

2 

1 

Kr:DUD 1.---'------- - ·------ ---- -- -- 

UNS UR I KEDUDUKAN 
KET. UKAN OALAM PANITIA 

ALA 
PELINO UNG LU RAH 

RAKAT KETUA 

GKAT 
I KASI 

SEKRETARIS AHAN 
KAT 

RAKAT BEND AH ARA 

RAKAT ANG GOT A 

xAKAT ANGGOTA 

- 

RAKAT ANGGOTA 

- 

-------- - --·----- .. --- - - 
NO 

1.---'-------·--------- 

NAMA 

SUSUNAN PJ\NITIA PELAKSANA 
PROGRAM PE:NDAFTA '1\N TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

DE<:SA / KELU RAHAN . 

LAMPI RAN 
Kf:PUTUSAN KEPALA DESA . 
NO MOR : / / TAHUN 2023 
TE~TANG PEMBENTUKAN PANITIA 
PELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN 
TANAH SlSTEMATIS LENG KAP 
Df:SA/KELURAHAN . 
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Ketua Panitia, Se-kret aris Panitia 

Pernalang, . 

---<II· . --- . - - 

3 

PTSL Alarna t Besamya Tanda Tanzan 
Pengem balian 

( Rp} 
4 5 6 -- - --- 

- 

- 

- 

- 

-- 
- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
---- 
- 
-- _.__ 

Bendahara Panitia, 

- - No Narna Peserta 

- - 
1 2 ~ -- --- 

~ 
- 

---- -- I - ·- 
- - 
- 
- 

-- 

-- 
------ 

--- -- 

--- -- 

- 

---- -- 
Jumlah - - 

J umlah Peserta 

Besaran Sisa Penggunaan )ana PTSL 

DAFTAR PEI\GEh-113ALl~N SISA PENGGUNAAN DANA PTSL 

KOf' DESA/KELURAHAN 

Lampiran: 
DAFTAR PENGEMBALIAN SIS/\ ::,ENGGUNAAN DANA PTSL 
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MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap Sal ,.u1 !H1,1 Je-ng an aslinya 

Pl~ KEP \LA B',GIAN HUKUM 
SETDJ\ K.i\3'-'"PATE:'J :>EMALANG 

/-'- 
e:? ,., > 

·- 
/~KO ADI :ANroso. SH., M.Kn 

/ Pembina Tingkat I 
I\ IP. l 9t ,809(1B 199803 1 003 

Pit. BUPATI PEMALA.~G 
WAKIL BUPATI, 

KEP, .LA DESA/LURAH . 

\1engetahui : 

SEKRETARIS PANITIA PTSL 
DESA/KELURAHAN ... , 

KETUA PA !TIA PTSL 
DESA/KELUR HA>I ...... , 

Dernikian berita ucurn ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

d dst 

Pada hari ini tar ggal , tahun , telah dilakukan 

musyawarah Laporan P{·rt811g~ ngjawaban PTSL ..... untuk membicarakan / 

membahas Lapora, P,·rt i\11,~gllr,gjf,w ban kegiatan PT~L, dengan hasil ebagai 

berikut: 

a. Menyelesaikan Lape ,..an Pertanggungjawaban kegiatan PTSL yang 

berlokasi di Dc-sa/Kelurah-.n , dengan jumlah peserta bidang 

tanah, dan dengan angga-an oiaya sebesar dan telah digunakan 

sebesar dengar si a penggunaan anggaran sebesar ; 

b. Mcnyepakati bcsamya bi rya pongembalian sisa penggunaan dana PTSL 

kepada pesert- PTSL ,wbe'-,U' . . { jika ada e-i a ); 

c. Mernbubarkan Pa-iit in Pela csana PTSL : 

DESA IKE:I,UfU\H/\N 

KECA.\1/\ TAl'I 

BE:RITP ,\CARA MUSYAWARAH 

L. PORX\J PEH'::"A1 GGUNGJAWABAN PTSL 

LAPORAN MUSYAWARAH A CARA BERJ' .. A 
PTSL 

Lampiran : 
CONTOH FORM1\ T 
PERTANGGUNGJA\V BA 
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